BAB V

PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai bab keempat, maka dapat
diambil simpulan:

1. Perlu memperketat perceraian sebagaiman diatur dalam UU Perkawinan
karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau misagan galizan,
yang mempunyai hubungan erat dengan agama, perkawinan bukan saja
unsur jasmani tetapi juga unsur batin, memperketat perceraian adalah
untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah
mawaddah dan rahmah, menekan eskalasi perceraian sekaligus
mengurangi dampak negatif terhadap anak.

2. Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang dalam
memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat
perceraian, memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan
lembaga hakam untuk mewujudkan tujuan perkawinan, jika berhasil damai
perkara dicabut, jika ternyata tidak ada alasan perkara tidak diterima/ NO
(niet ontvankelijke verklart), jika tidak dapat membuktikan perkara
ditolak. Dan jika terbukti, terdapat alasan perceraian yang cukup, upaya
damai tidak berhasil serta menerapkan teori kemaslahatan, sebagai ide
sentral Magasid al-syari'ah, gugatan perceraian dikabulkan dengan

pertimbangan menolak mafsadah lebih utama daripada meraih maslahah
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sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan sesuai

dengan Magasid al-syari‘ah.

3. Angka perceraian di wilayah hukum PTA Semarang dari tahun 2009-2012
meningkat, cerai gugat 69% sedang cerai talak 31%, faktor penyebab
utama adalah suami meninggalkan kewajiban dan terjadinya pertengkaran
dan perselisihan serta faktor lainnya diantaranya tindakan kekerasan dalam
rumah tangga, maka diperlukan upaya lain menanggulangi eskalasi
perkara perceraian dan aktualisasinya dengan penerapan memperketat
perceraian yaitu:

a. Meningkatkan penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)
dengan materi figh Munakahat, dengan sub materi pokok tentang hak
dan kewajiban suami isteri disamping materi lainnya yang relevan.

b. Terobosan: Mempeluas wewenang absolute Pengadilan Agama yaitu
memberi kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yang
berwenang memeriksa perkara perceraian dengan alasan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) sekaligus berwenang menangani delik
aduan tindak pidana KDRT untuk merealisasikan asas sederhana, cepat
dan biaya ringan sehingga tidak lagi satu subjek perperkara di dua
lembaga peradilan.

B. Saran

1. Bagi Universitas Islam Indonesia

Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan

pendekatan lain prinsip memperketat perceraian. Oleh karena penelitian ini
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bukanlah sebagai penelitian akhir terhadap masalah tersebut.
2. Bagi Mahkamah Agung

a. Mengadakan pelatihan mediator non hakim sehingga mediasi
dilaksanakan secara maksimal oleh mediator yang bersertifikat.

b. Perlu mendukung terwujudnya regulasi yang memberikan kewenangan
Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yaitu perkara perceraian
dengan alasan KDRT dan sekaligus berwenang dalam pemeriksaan
perkara tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Bagi Pemerintah.

a. Anggaran pelatihan hakim agar ditingkatkan untuk pemerataan
peningkatan sumber daya manusia bagi para hakim.

b. Memperhatikan dan memberi anggaran Penyelenggaraan Kursus Calon
Pengantin (Suscatin) kepada Kementrian Agama dan Kantor Urusan
Agama (KUA) sebagai pelaksana dengan materi figh Munakahat,
dengan sub materi pokok tentang hak dan kewajiban suami isteri serta
akibatnya jika meninggalkan / melalaikan kewajiban.

c. Perlu adanya regulasi yang memberikan kewenangan Pengadilan
Agama dalam perkara tertentu yaitu disamping berwenang memeriksa
perkara perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) sekaligus berwenang dalam pemeriksaan dan memutuskan

perkara tindakan KDRT.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai bab keempat, maka
dapat diambil kesimpulan:

1. Mengingat sucinya lembaga perkawinan, maka perceraian merupakan cara
terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami isteri dalam
menyelesaikan masalah rumah tangga setelah berbagai upaya damai telah
dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka pengaturan yudisial oleh negara
bisa diberikan menurut kaidah kemaslahatan (al-mashlahah). Selain itu,
kaidah hisbah juga bisa dijadikan sandaran, sehingga negara bisa dilihat
sebagai penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan
pengawasan pengadilan. Landasan inilah, antara lain, yang dijadikan oleh
Undang-Undang Perkawinan ketika menetapkan bahwa perkawinan
merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan
sejahtera dengan prinsip memperketat perceraian.

Hasil penelitian dari tahun 2009-2012 di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Semarang menunjukkan angka perceraian dari tahun
ketahun meningkat. Perkara yang diajukan isteri, cerai gugat 71% dan

cerai talak 39 %, dengan faktor penyebab pertama suami meninggalkan
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kewajiban sebesar 61,25%, urutan kedua perselisihan dan pertengkaran
sebesar 30,75%, selebihnya sejumlah 8% faktor penyebab selainnya.

Perceraian memberikan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan
secara keseluruhan, tidak hanya berdampak pada suami dan isteri yang
bercerai, tetapi korban utama adalah anak dan berdampak pula pada
masyarakat. Peristiwa perceraian akan berpengaruh pada kondisi
psikologis yang merugikan masing-masing antara lain perasaan menyesal,
kecewa, rasa bersalah, putus asa, stress frustasi, konflik, rendah diri,
kurang percaya diri, selain itu juga pada anak gangguan tingkah laku,
prestasi akademik dan self esteem yang rendah, perilaku kriminal remaja.
Dan aspek lainnya adalah aspek ekonomi dan aspek sosial, perceraian
dapat dikatakan sebagai suatu ketidak efisienan ekonomi, secara sosial
perceraian dapat mempengaruhi suasana hubungan sosial dengan
lingkungan pergaulan, dan bagi anak gangguan emosional dan sosial di
sekolah.

Tujuan memperketat perceraian disebutkam dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e): “Karena tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan
sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar
terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-
alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.” Oleh
karena itu memperketat perceraian adalah harus diterapkan, perceraian

harus diperketat melalui proses sesuai dengan ketentuan undang-undang
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dengan mempertimbangkan kemaslahatan (maqasid al-syari’ah) sehingga
dapat menekan angka perceraian sekaligus menekan dampak negatif akibat
peristiwa perceraian.
. Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Semarang dalam memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip
memperketat perceraian, tidak semuanya putusan Pengadilan Agama
mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak dari suami atau
gugatan cerai dari isteri. Jika berbagai upaya damai telah dilakukan
ternyata tidak berhasil, alasan perceraian terbukti dan mejelis hakim
berpendapat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah
tangganya, tujuan perkawinan tidak tercapai, kemudian hakim
mengabulkan perkara perceraian itu, hal ini tidak berarti hakim tidak
menerapkan prinsip memperketat perceraian. Hakim menerapkan teori
kemaslahatan sebagai ide sentral magésid al-syari’ah untuk mencapai
kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima pokok pilar (al-
magashid al-Khamsah) yaitu: (1) Hifdz al-dien (memelihara agama), (2)
hifdz al-nafs (memelihara kelangsungan hidup), (3) hifdz al-'agl (menjaga
akal), (4) hifdz al-nasl (memelihara keturunan dan kehormatan), (5) hifdz
al-mal (memelihara harta).

Perinsip memperketat perceraian menurut peneliti tidak hanya
diartikan dalam proses perceraian di pengadilan, tetapi perlu adanya upaya
lain untuk menanggulangi meningkatnya perceraian. Oleh karena itu

secara integral komprehensif upaya menanggulangi eskalasi perceraian
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dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian dalam

perspektif maqasid al-syari’ah, adalah:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
dan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai.

b. Memaksimalkan upaya perdamaian disetiap persidangan, dan
mengoptimalkan lembaga mediasi, upaya damai melalui proses
mediasi yang telah diintegrasikan ke litigasi berdasarkan PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta
memberi peran keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri
untuk melakukan upaya damai sekaligus dapat mengungkapkan sebab-
sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

c. Harus ada alasan yang kuat, terbukti dengan pembebanan pembuktian
dengan teori pembuktian hukum acara dan penerapan teori
kemaslahatan. Jika tidak terdapat alasan, maka gugatan/permohonan
tidak diterima, NO (niet ontvankelijke verklart), dan jika dalil-dalil
gugatan atau permohonan tidak terbukti maka gugatan/ permohonan
harus ditolak.

d. Ditingkatkan kualitas penyelenggaraan kursus calon pengantin
(Suscatin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA), materi utama di bidang
perkawinan dengan penekanan khusus tentang hak dan kewajiban suami
isteri yang harus dilaksanakan, dan akibatnya jika suami atau isteri

tidak melaksanakan kewajibannya.
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e. Terobosan Baru: Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama.
Pemerintah telah memberikan jaminan kepada suami atau isteri untuk
mengajukan gugatan perceraian dalam hal terjadi tindakan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan referensi hukum sebagai
alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan huruf (g) KHI yaitu angka 3
shigat taklik talak. Sedang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan KDRT bahwa tindakan KDRT diajukan dan
diproses di Pengadilan Negeri sebagai delik aduan. Perkara perceraian
dengan alasan KDRT diajukan di Pengadilan Agama dan terjadinya
tindakan KDRT ke Pengadilan Negeri dengan delik aduan, korban
harus berperkara di dua Pengadilan, padahal subjek hukumnya satu.
Selama ini  korban lebih cendrung menuntut perceraian saja tanpa
menuntut pidanya. Keharusan berperkara di dua Pengadilan
menimbulkan tidak berjalannya salah satu asas penting, yaitu asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai terobosan, Pengadilan
Agama diperluas kewenangan absolute dan dapat berperan
mengaktualisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam
penyelesaian gugatan cerai dengan alasan KDRT sekaligus memperoses
tindak pidana KDRT itu sendiri yang sudah tentu ditetapkan terlebih
dahulu peraturan-peraturan yang membenarkan proses ini. Pelayanan

proses penegakan hukum yang efektif dan efisien tidak hanya perkara
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perceraian tetapi juga tindakan KDRT. Secara substansial, undang-
undang sudah mendukung adanya kewenangan Pengadilan Agama
mengadili tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-
Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang merubah kata
"Mengenai perkara perdata tertentu” menjadi "mengenai perkara
tertentu”, menunjukkan adanya perluasan kewenangan absolut
Pengadilan Agama dalam perkara yang ditanganinya termasuk adanya
peluang untuk perkara tindak pidana tertentu menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama guna merealisasikan asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jika tindak pidana KDRT telah menjadi kewenangan Pengadilan
Agama, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga diprediksi
menurun dan sebagai salah upaya menanggulangi eskalasi perkara cerai
dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat terjadinya perceraian.

B. Saran

1. Bagi Universitas Islam Indonesia
Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan
pendekatan lain terhadap upaya menanggulangi eskalasi perkara
perceraian, dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian.
Oleh karena penelitian ini bukanlah sebagai penelitian akhir terhadap
masalah tersebut.
2. Bagi Peradilan Agama

a. Perlunya meningkatan pelatihan mediator non hakim sehingga mediator
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dari non hakim yang bersertifikat dapat meningkatkan peran mediasi
secara optimal, sebab jika hakim yang melaksanakan fungsi mediator

akan menyita waktu dan menghambat tugas pokoknya.

. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga

memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan
teori kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam perspektif magasid al-
syari‘ah.

Putusan Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara lengkap, tepat
dan benar mempertimbangkan seluruh yang dituntut, serta pijakan dasar
hukum tidak hanya dengan undang-undang tetapi juga dalil nash dan

doktrin hukum Islam.

. Bagi Pemerintah.

a.

Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan para hakim, utamanya
menyangkut hak-hak hakim sebagai pejabat negara.

Anggaran pelatihan hakim agar ditingkatkan untuk pemerataan
peningkatan sumber daya manusia bagi para hakim.

Perlu adanya peraturan yang memberikan kewenangan Pengadilan
Agama dalam perkara tertentu yaitu perkara perceraian dengan alasan
KDRT dan sekaligus berwenang dalam pemeriksaan perkara tindakan

KDRT.
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Children Learn What They Live
By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

If children live with criticism, they learn to condemn.

If children live with hostility, they learn to fight.

If children live with fear, they learn to be apprehensive.

If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.

If children live with ridicule, they learn to feel shy.

If children live with jealousy, they learn to feel envy.

If children live with shame, they learn to feel guilty.

If children live with encouragement, they learn confidence.

If children live with tolerance, they learn patience.

If children live with praise, they learn appreciation.

If children live with acceptance, they learn to love.

If children live with approval, they learn to like themselves.

If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.

If children live with sharing, they learn generosity.

If children live with honesty, they learn truthfulness.

If children live with fairness, they learn justice.

If children live with kindness and consideration, they learn respect.

If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about
them.

If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

Copyright © 1972 by Dorothy Law Nolte
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Surat Pengantar

Prihal  : Permohonan Menjawab Pedoman Wawancara
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan/penyusunan Disertasi sebagai tugas akhir pada Program
Pascasarjana Fakultas llmu Agama Islam Ull Yogyakarta, saya mohon kiranya
Bapak/Ibu/Sdr dapat meluangkan waktu untuk menjawab wawancara yang telah
disediakan. Hasil wawancara ini hendak dimanfaatkan sebagai bagian dari
pengumpulan data sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur melengkapi validitas
dan reliabilitas analisis data.

Disertasi berjudul: Prinsip Memperketat Perceraian dalam Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Magasid Al-syari’ah di Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Untuk itu peneliti mohon bantuan
Bapak/Ibu/Sdr memberi jawaban pada pedoman wawancara terstruktur dalam bentuk
narasi (uraian).

Wawancara ini bukan tes psikologi dari atasan atau dari manapun, maka dari itu
Bapak/Ibu/Sdr tidak perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban sejujurnya. Semua
jawaban Bapak/lbu/Sdr adalah benar, dan sesuai dengan kondisi, realita dan fakta
selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan tidak ternilai harganya

bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2013
Hormat saya,

A. Muliany Hasyim
NPM: 102923033




PEDOMAN WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

Nama

Umur

Jenis Kelamin:
Alamat
Jabatan
Pendidikan

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian? Dan faktor
mana yang paling dominan pemicu perceraian? Mengapa?

Upaya apa saja yang telah ditempuh hakim untuk mendamaikan kedua belah
pihak? Bagaimana keberhasilannya?

Hambatan apa saja dalam mengaplikasikan lembaga mediasi dan Hakim dalam
melaksanakan fungsi mediator?

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, apakah jumlah perceraian meningkat,
mengapa?

. Apakah akibatnya jika terjadi perceraian, bagi pasangan suami istri yang bercerai,
dan khususnya terhadap anak-anaknya?

. Apakah hakim sudah menerapkan “prinsip memperketat perceraian” sebagaimana
diamanatkan oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan (undang-Undang Perkawinan)?



7. Apakah prinsip memperketat perceraian sebagaimana diamanatkan oleh
penjelasan Undang-Undang Perkawinan bertentangan atau sesuai dengan magasid
al-syari’ah? Jika ya atau tidak kemukakan alasannya.

8. Apakah hakim menerapkan teori kemaslahatan atau hanya mengikuti kehendak
pihak yang akan bercerai?

9. Sejauhmana hubungan antara kenyataan di masyarakat dengan Undang-Undang
Tentang Perkawinan?

10. Bagaimana menurut pandangan Bapak/lbu tentang upaya menanggulangi
meningkatnya angka perceraian (secara teori dan praktiknya)? Kritik dan

solusinya.



DAFTAR PUTUSAN YANG DI TELITI

Pengadilan | Perkara | Nomor Perkara Tanggal Keterangan
Agama Tahun Putus
2 3 4 5 6
PTA Nomor 30-12-2010 | Gugat Cerai
Semarang 122/Pdt.G/2010/ dikabulkan, murtad,
PTASmMg Pasal 116 huruf (h)
KHI
PA Tingkat | 2010 Nomor 007/Pdt.G/ | 03-3- 2010 | NO (Tidak diterima)
Pertama 2010/ PA.Bi
PTA No0.059/Pdt.G/ 04 -6- 2013 | Menguatkan
Semarang 2013/ PTASmMg Putusan Tingkat
Pertama
PA Tingkat | 2012  |Nomor 0398/Pdt.G/ | 28-11-2012 | Gugat Cerai ditolak
Pertama 2012/ PA.Bi.
Sragen 2009 Nomor 16-7-2009 | Cerai Talak
0946/Pdt.G/ 2009/ Pasal 19 Huruf (f)
PA.St, PP No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
Putusan Verstek
Boyolali 2009 Nomor 04-8-2009 | Pelanggaran Taklik
0188/Pdt.G/2009/ Talak, Pasal 116
PA.Bi huruf (g) KHI.
Putusan Verstek
Cilacap 2009 Nomor 01-12 2009 | Gugat Cerai.
2585/Pdt.G/ Hukuman Penjara,
2009/ PA.Clp Pasal 19 Huruf (c)
PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (c)
KHI
Pekalongan | 2010 Nomor 19-6-2010 | Gugat Cerai .
0134/Pdt.G/2010/ Tidak dapat menja-
PA.PKI lankan kewajiban

sebagai suami, Pasal
19 Huruf (e) PP No.
9 /1975 jo. Pasal
116 huruf (e) KHI




1 2 3 4 5 6
7 | Surakarta 2010 Nomor 15-9- 2010 | Gugat Cerai.
0402/Pdt.G/2010/ Pemicu Pertengkar-
PA.Ska an al. mabuk dan
KDRT. Pasal 19
huruf (f) PP No. 9
/1975 jo. Pasal 116
huruf (f) KHI
Putusan Verstek
8 | Cilacap 2010 Nomor 19-10- 2010 | Pelanggaran Taklik
3621/Pdt.G/2010/ Talak, Pasal 116
PA.Clp huruf (g) KHI.
Putusan Verstek
9 | Sragen 2011 Nomor 24- 4-2012 | Gugat Cerai
0925/Pdt.G/ 2011/ Rekovensi Gugat
PA.Sr, Harta Bersama
10 | Boyolali 2011 Nomor 31-5-2011 | Gugat Cerai.
0063/Pdt.G/2011/ Pasal 19 Huruf (f)
PA.BI PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
11 | Boyolali 2011 Nomor 01-6-2011 | Gugat Cerai
0353/Pdt.G/2011/ Pemicu al. KDRT.
PA.BI. Pasal 19 Huruf (f)
PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
12 | Cilacap 2011 Nomor 31-10-2011 | Cerai Talak .
0364/Pdt.G/2011/ Rekovensi Gugat
PA.Clp Harta Bersama dan
hak-hak akibat Cerai
Talak
13 | Cilacap 2011 Nomor 18-7-2011 | Gugat Cerai.
2130/Pdt.G/2011/ Pasal 19 huruf (f)
PA.Clp PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
14 | Surakarta 2011 Nomor 28-12- 2011 | Gugat Cerai
0103/Pdt.G/2011/ Komulasi Hadlonah
PA.Ska
15 | Pekalongan | 2011 Nomor 08-3-2012 | Pelanggaran Taklik
0421/Pdt.G/2011/ Talak, Pasal 116
PA.PKI huruf (g) KHI




1 2 3 4 5 6
16 | Surakarta 2011 Nomor 03-11- 2011 | Cerai Talak, Kabul
0492/Pdt.G/2011/ dengan pembebanan
PA.Ska secara ex officio,
Pasal 41 huruf (c)
UU Nol tahun 1974
dan Pasal 149 huruf
(a) dan (b) KHI
17 | Surakarta 2012 Nomor 16 -6-2012 | Gugat Cerai
0165/Pdt.G/2012/ Pasal 19 Huruf (b)
PA.Ska PP No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (b)
KHI
18 | Boyolali 2012 1023/Pdt.G/2012/ | 26 -3- 2013 | Gugat Cerai.
PA.BI Pasal 19 huruf (f)
PP No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
19 | Surakarta 2012 Nomor 20-3-2012 | Gugat Cerai.
0122/Pdt.G/2012/ Pemicu mabuk Pasal
PA.Ska 19 Huruf (a), alasan
Pasal 19 Huruf (f)
PP No. 9/1975
20 | Magelang 2012 Nomor 23-5-2012, | Cerai Talak
0047/Pdt.G/2012/ rekonvensi nafkah
PA.Mgl Madiyah, iddah,
mut’ah, hak asuh
anak dan
nafkah anak
21 | Sragen 2012 Nomor 30-1- 2012 | Cerai Talak
0089/Pdt.G/ 2012/ dicabut
PA.Sr, (damai)
22 | Pekalongan | 2012 Nomor 13-8-2012 | Pelanggaran Taklik
0112/Pdt.G/2012/ Talak, Pasal 116
PA.PKI huruf (g) KHI,
Putusan verstek
23 | Magelang 2012 Nomor 18-9-2012, | Cerai Talak
153/Pdt.G/2012/ Komulasi Hadlonah
PA.Mgl Pasal 19 huruf (f)

PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI




1 2 3 4 5 6

24 | Pekalongan | 2012 Nomor 11-10-2012 | Cerai Gugat.
0379/Pdt.G/2012/ pemicu al: KDRT,
PA.PKI Pasal 19 Huruf (f)

PP No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI .

Rekonvensi Talak
Tebus. ditolak tidak
tercapai
kesepakatan.

Dasar Pasal 148
ayat (6) KHI




DAFTAR PUTUSAN

Pengadilan | Perkara | Nomor Perkara Tanggal Keterangan
Agama Tahun Putus
2 3 4 5 6
Cilacap 2009 Nomor 1-12 2009 | Gugat Cerai.
2585/Pdt.G/ Hukuman Penjara,
2009/ PA.Clp Pasal 19 Huruf (c)
PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (c)
KHI
PTA Nomor 30-12-2010 | Gugat Cerai
Semarang 122/Pdt.G/2010/ dikabulkan, murtad,
PTASmMg Pasal 116 huruf (h)
KHI
PA Tingkat | 2010 Nomor 007/Pdt.G/ | 3-3-2010 | NO (Tidak diterima)
Pertama 2010/ PA.Bi
Pekalongan | 2010 Nomor 19-6-2010 | Gugat Cerai .
0134/Pdt.G/2010/ Tidak dapat menja-
PA.PKI lankan kewajiban
sebagai suami, Pasal
19 Huruf (e) PP No.
9 /1975 jo. Pasal
116 huruf (e) KHI
Surakarta 2010 Nomor 15-9- 2010 | Gugat Cerai.
0402/Pdt.G/2010/ Pemicu Pertengkar-
PA.Ska an al. mabuk dan
KDRT. Pasal 19
huruf (f) PP No. 9
/1975 jo. Pasal 116
huruf (f) KHI
Putusan Verstek
Cilacap 2010 Nomor 19-10- 2010 Pelanggaran Taklik
3621/Pdt.G/2010/ Talak, Pasal 116
PA.Clp huruf (g) KHI.
Putusan Verstek
Sragen 2011 Nomor 24- 4-2012 | Gugat Cerai
0925/Pdt.G/ 2011/ Rekovensi Gugat




PA.Sr, Harta Bersama
10 | Boyolali 2011 Nomor 31-5-2011 | Gugat Cerai.
0063/Pdt.G/2011/ Pasal 19 Huruf (f)
PA.BI PP No. 9/1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
2 | PTA No0.059/Pdt.G/ 4 -6- 2013 | Menguatkan
Semarang 2013/ PTASmMg Putusan Tingkat
Pertama
PA Tingkat | 2012  |Nomor 0398/Pdt.G/ | 28-11-2012 | Gugat Cerai ditolak
Pertama 2012/ PA.Bi.
20 | Magelang 2012 Nomor 23-5-2012, | Cerai Talak
0047/Pdt.G/2012/ rekonvensi nafkah
PA.MgI Madiyah, iddah,

mut’ah, hak asuh
anak dan
nafkah anak




DAFTAR PUTUSAN
PTA SEMARANG

Pengadilan | Perkara | Nomor Perkara Tanggal Keterangan
Agama Tahun Putus
2 3 4 5 6
PTA Nomor 30-12-2010 | Gugat Cerai
Semarang 122/Pdt.G/2010/ dikabulkan,
PTASmMg murtad, Pasal 116

huruf (h) KHI

PA Tingkat | 2010 Nomor 007/Pdt.G/ | 3-3-2010 | NO (Tidak

Pertama 2010/ PA.Bi diterima)

PTA No0.059/Pdt.G/ 4 -6- 2013 | Menguatkan

Semarang 2013/ PTASmMg Putusan Tingkat
Pertama

PA Tingkat | 2012  |Nomor 0398/Pdt.G/ | 28-11-2012 | Gugat Cerali

Pertama 2012/ PA.Bi. ditolak




DAFTAR PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA
DALAM WILAYAH HUKUM PTA SEMARANG

Pengadilan | Perkara | Nomor Perkara | Tanggal Keterangan
Agama Tahun Putus
2 3 4 5 6
Cilacap 2009 Nomor 1-12 2009 | Gugat Cerai. Pasal
2585/Pdt.G/ 19 Huruf (c) PP
2009/ PA.Clp No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (c)
KHI
Pekalongan | 2010 Nomor 19-6-2010 | Gugat Cerai . Pasal
0134/Pdt.G/2010/ 19 Huruf (e) PP
PA.PkI No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (e)
KHI
Surakarta 2010 Nomor 15-9- 2010 | Gugat Cerai.
0402/Pdt.G/2010/ Pasal 19 huruf (f)
PA.Ska PP No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI Putusan
Verstek
Boyolali 2011 Nomor 31-5-2011 | Gugat Cerai.
0063/Pdt.G/2011/ Pasal 19 Huruf (f)
PA.BI PP No. 9 /1975 jo.
Pasal 116 huruf (f)
KHI
Sragen 2011 Nomor 24- 4-2012 | Gugat Cerai
0925/Pdt.G/ Rekovensi Gugat
2011/ PA.Sr, Harta Bersama
Magelang | 2012 Nomor 23-5-2012, | Cerai Talak
0047/Pdt.G/2012/ rekonvensi nafkah
PA.Mgl Madiyah, iddah,
mut’ah, hak asuh
anak dan
nafkah anak




DAFTAR PUTUSAN YANG DI TELITI

No Pengadilan Nomor Perkara Tanggal Putus Keterangan
Agama
1
2 | Cilacap Nomor 2585/Pdt.G/2009/ 1-12 2009 Pasal 19 Huruf
(c) PP No. 9
jusl /1975
3 | Cilacap Nomor 3621/Pdt.G/2010/ 19-10- 2010 | Pasal 116 huruf
PA.Clp (9) KHI
4 | Pekalongan | Nomor 0134/Pdt.G/2010/ 19-6-2010 Pasal 19 Huruf
(e) PP No. 9
PA.PKI /1975
5 | Sragen Nomor 0089/Pdt.G/ 2012/ 30-1- 2012 | dicabut
PAST (damai)
6 | Boyolali Nomor 0063/Pdt.G/2011/ 31-5-2011 Pasal 19 Huruf
. (f) PP No. 9
PA.BI /1975
7 | Boyolali Nomor 0353/Pdt.G/2011/ 1-6-2011 Pasal 19 Huruf
. (f) PP No. 9
PA.BI /1975
8 | Boyolali Nomor 0398/Pdt.G/2012/ 28-11-2012
PABI. ditolak
9 | Surakarta Nomor 0165/Pdt.G/2012/ 16 Juli 2012 | Pasal 19 Huruf
(b) PP No. 9
RA2k /1975
10 | Surakarta Nomor 0122/Pdt.G/2012/ 20-3-2012 Pasal 19 Huruf
(a,d,) PP No. 9
PA.Ska 11975
11 | Magelang Nomor 153/Pdt.G/2012/ 18-9-2012, Pasal 19 Huruf
PA.Mgl (f) PP No. 9

/1975







RINGKASAN PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Tingkat Proses | Banding

Tgl Register 3 Maret 2010

Tahun Register | 2010

Jenis perkara Cerai Gugat

Tingkat PTA Semarang

Banding

Tingkat Pertama | PA Boyolali
PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, ... semula
Penggugat sekarang Pembanding

Pihak Melawan
TERGUGAT, 34 Tahun, Islam.,, ........ semula Tergugat
sekarang Terbanding

Tanggal Putus | 4 Juni 2013

Amar 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh ~ Perkawinan  Penggugat (NAMA

PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA

TERGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 230.900 (dua ratus tiga
puluh ribu sembilan ratus rupiah);

4. Membebankan kepada pembading untuk membayar

biaya perkara pada tingkat banding sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hakim Majelis

BHT Ya




RINGKASAN PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Mgl

Tingkat Proses | Tingkat Pertama

Tgl Register 01 Maret 2012

Jenis perkara Cerai Talak

PA Magelang

Pihak PEMOHON, umur 37 tahun, Islam ....... sebagai
Pemohon
TERMOHON, umur 34 tahun, Islam ...... sebagai
Termohon

Tanggal Putus 23 Mei 2012,

Jenis Putusan Dikabulkan.

Amar

Dalam Konpensi:

1.
2.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (NAMA
TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Magelang;

Dalam Rekonpensi

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk

sebagian;

Membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membayar

kepada Penggugat Rekonpensi

2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta
depalan ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah madiyah selama 2 bulan sebesar Rp 1.200.000,-
(satu juta dua ratus ribu rupiah);

2.3 Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah);

. Menerapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing

bernama ANAK, lahir 19 Oktober 2000 dan ANAK, lahir
17 Juli 2005 ada pada Penggugat Rekonpensi;

. Menghukum  Pemohon/Tergugat  Rekonpensi  untuk

memberi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing
bernama ANAK, lahir 19 Oktober 2000 dan ANAK, lahir
17 Juli 2005 yang diasuh oleh Termohon/Penggugat
Rekonpensi setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus
ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai
anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri

5. Menolak untuk selain dan selebihnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat
Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus
Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hakim

Majelis

BHT

Ya.




Nomor 112/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Tingkat Proses | Banding

Tgl Register 3 Maret 2010

Tahun Register | 2010

Jenis perkara Cerai Gugat

Pengadilan PTA Semarang

Agama
PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, ... semula
Penggugat sekarang Pembanding

Pihak Melawan
TERGUGAT, 34 Tahun, Islam., ........ semula Tergugat
sekarang Terbanding

Materi Pemeriksaan Tambahan

Pengadilan Pengadilan Agama Bayolali

Tingkat Pertama

Jenis Putusan

Putusan Sela

Amar

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan
oleh Penggugat dapat diterima;

2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok
perkara:

3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali
Nomor 007/Pdt.G/2010/PA.Bi tanggal 3 Maret 2010
bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H
dan dengan mengadili sendiri;

4. Menyatakan perkara yang diajukan oleh Penggugat
pada Pengadilan Agama Boyolali yang terdaftar
dengan Nomor 007/Pdt.G/2010/PA.Bi tersebut
adalah tidak cacat formal dan tidak obscurelibel;

5. Menyatakan untuk pemeriksaan perkara
bersangkutan ~ diatas  diperintahkan  kepada
Pengadilan Agama Boyolali agar membuka kembali
persidangan perkara ini;

6. Menyatakan pula, bahwa untuk mengadili pokok
perkara yang menjadi sengketa antara para pihak
akan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tingkat
Banding;

7. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini
sampai pada putusan akhir

Hakim

Majelis




Nomor Nomor 007/Pdt.G/2010/PA.Bi

Tingkat Proses | Tingkat Pertama

Tgl Register 3 Maret 2010

Tahun Register | 2010

Jenis perkara Cerai Gugat

Pengadilan Boyolali

Agama
PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, ... selajutnya
disebut Penggugat

Pihak Melawan

TERGUGAT, 34 Tahun,
disevur Tergugat

Islam., selanjutnya

Jenis Putusan

Tidak diterima/NO

Amar

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 230.900,- (dua ratus
tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah)

Hakim

Majelis

BHT

Tidak, dibatalkkan Tingkat Banding




RINGKASAN PUTUSAN

Nomor 059/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Tingkat Proses | Banding
Tgl Register 28 Nopember 2012
Jenis perkara Gerai Gugat
Pengadilan PTA Semarang
Agama
PENGGUGAT, 31 tahun, Islam, ... selajutnya
Pihak disebut Penggugat

Melawan
TERGUGAT, 41 tahun, Islam.,
disebut Tergugat

selanjutnya

Tanggal Putus

4 Juni 2013

Amar

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat
diterima;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali,
0389/Pdt.G/2012/PA.Bi tanggal 28 Nopember 2012M
bertepatan tanggal 14 Muharram 1434 H.

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seterus lima
puluh ribu rupiah)

Putusan tingkat | Ditolak
Pertama

Putusan tingkat | Dikuatkan
Banding

Hakim Majelis
BHT Ya.




RINGKASAN PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/ 2012/PA.Ska

Tingkat Proses | Tingkat Pertama

Tgl Register 06 maret 2012

Jenis perkara Cerai Gugat

Pengadilan Surakarta

Agama
PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, ... selajutnya
disebut Penggugat

Pihak Melawan
TERGUGAT, 34 Tahun, Islam., ........ selanjutnya
disebut Tergugat

Tanggal Putus 16 Juli 2012

Jenis Putusan Dikabulkkan

Amar

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah
dan patut, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat (NAMA
TERGUGAT) kepada  Penggugat (NAMA
PENGGUGAT);

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
lawean kota Surakarta dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Semarang Barat kota Semarang;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh
puluh ribu rupiah)

Hakim

Majelis

BHT

Ya.




RINGKASAN PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2012/PA.Bi
Tingkat Proses | Tingkat Pertama
Tgl Register 10 september 2012
Jenis perkara Cerai Gugat
Pengadilan Boyolali
Agama
PENGGUGAT, 31 tahun, Islam, ... selajutnya
Pihak disebut Penggugat

Melawan
TERGUGAT, 37 tahun, Islam.,
disebut Tergugat

selanjutnya

Tanggal Putus

26 Maret 2012

Jenis Putusan

Dikabulkan

Amar

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat
(NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat ( NAMA
PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hakim

Majelis

BHT

Ya.
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